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Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/ Kepala Bappenas 

No. 5 tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ 

Lembaga ( RENSTRA K/L) 2020- 2024, dan perubahan paradigma tata kelola 

pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik ( GOOD 

GOVERNANCE) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong 

pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang 

terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, 

Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap 

instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran 

yang telah ditetapkan organisasi. 

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint 

diperuntukan untuk 25- 30 tahun kedepan. Sementara visi K/L yang dikehendaki 

dalam Renstra sebagai bagian dari RPJMN dibatasi sampai akhir masa 

penganggaran 5 (lima) tahun kedepan, sehingga perlu revisi untuk mewujudkan 

visi Pengadilan Agama dalam 5 tahun. Sehubungan dengan usaha penguatan 

akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka 

disusunlah Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Sampit 2020- 2024. 

Penyusunannya diupayakan secara optimal namun kami menyadari masih 

banyak kekurangan, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan adanya 
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perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, Semoga Renstra 

ini bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Agama Sampit . 

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu 

Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan 

Agama Sampit. 

 

Sampit, 30 Desember 2020 

Ketua  Pengadilan Agama Sampit, 
 
 
 
Dr. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI. 
NIP. 19831018.200704.1.001 
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BAB I – PENDAHULUAN 

 

1.1. KONDISI UMUM 

 

 Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran 

Pengadilan Agama Sampit dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang 

Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Sampit 

merupakan lingkungan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Sampit sebagai kawal depan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. 

Perencanaan strategi suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis 

dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang  dan kendala yang 

ada pada lingkungan Pengadilan Agama Sampit. Rencana Strategis ini dijabarkan 

kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana 

Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber 

daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan 

perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Sampit baik lingkungan internal maupun 

external sebagai variable strategis. 

Pengadilan Agama Sampit dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah 

untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 

Pengadilan Agama Sampit adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas II 

merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Pengadilan Agama 

Sampit terletak di Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 No. 7 Sampit, Pengadilan Agama 

Sampit hanya mempunyai wilayah yurisdiksi 1 Kabupaten saja, yaitu Kotawaringin 

Timur dengan ibukota Sampit. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 17 Kecamatan 
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132 Desa dan 12 Kelurahan, dengan luas wilayah 16.496 Km² dan jumlah penduduk 

431.263 jiwa.Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit 

dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, 12 Desa/Kelurahan; 

2. Kecamatan Seranau, 6 Desa/Kelurahan; 

3. Kecamatan Mentaya Hilir Utara, 7 Desa/Kelurahan; 

4. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, 14 Desa/Kelurahan; 

5. Kecamatan Teluk Sampit, 6 Desa/Kelurahan; 

6. Kecamatan Pulau Hanaut, 14 Desa/Kelurahan; 

7. Kecamatan Kota Besi, 16 Desa/Kelurahan; 

8. Kecamatan Telawang, 6 Desa/Kelurahan; 

9. Kecamatan Baamang, 8 Desa/Kelurahan; 

10. Kecamatan Cempaga, 8 Desa/Kelurahan; 

11. Kecamatan Cempaga Hulu, 11 Desa/Kelurahan; 

12. Kecamatan Parenggean, 15 Desa/Kelurahan; 

13. Kecamatan Tualan Hulu, 11 Desa/Kelurahan; 

14. Kecamatan Mentaya Hulu, 17 Desa/Kelurahan; 

15. Kecamatan Bukit Santuai, 14 Desa/Kelurahan; 

16. Kecamatan Antang Kalang, 15 Desa/Kelurahan; 

17. Kecamatan Telaga Antang, 18 Desa/Kelurahan; 

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Sampit adalah penetapan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1958, dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 

1958. Tetapi karena waktu itu belum ada tenaga pelaksananya, maka baru dapat 

direalisir terbentuknya pada tanggal 1 Maret 1963, setelah diangkatnya seorang Ulama 

di Sampit bernama Sayid Alydrus dan langsung sebagai Ketua PA/Masya Sampit yang 

pertama. 

Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sampit sejak berdirinya 

tahun 1963 sampai Agustus 1977, tidak memiliki gedung sendiri. Adapun gedung yang 

ditempati untuk kantor selama itu adalah: 
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1. Dari tahun 1963 sampai awal 1972, kantor ditempatkan di rumah pribadi Sayid Agil 

Alydrus (Ketua PA/Masya) di Mentawa Baru Hilir, dengan status menyewa, tetapi 

sewa tersebut selama 9 tahun tidak pernah ada. 

Setelah Sayid Agil Alydrus meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1972, kantor 

pindah tempat di rumah pribadi seorang Hakim Honorer, yaitu Bapak Ali 

Syahminin. Setelah beliau juga meninggal pada tanggal 6 Desember 1975, kantor 

pindah lagi dan terakhir ikut bersama-sama di komplek Kantor Departemen Agama 

Kabupaten Kotawaringin Timur di Jln. Bulu Tangkis Sampit dengan luas kantor 5 x 5 

m. 

2. Pada awal 1976, datanglah Bapak Drs. Muhaimin Nur dari Jakarta dan Bapak K.H. 

Mutjaba Ismail MA dari Banjarmasin, yang memberitahukan bahwa PA Sampit 

akan dibangunkan sebuah gedung Kantor Balai Sidang, dan untuk itu agar 

disediakan tanahnya. Dengan adanya jatah gedung tersebut, maka Zainuddin 

Masran selaku pimpinan kantor menghubungi Bapak Bupati dan Agraria, dan 

akhirnya mendapatkan tanah di Jln. S. Parman.  Gedung PA Sampit dibangun pada 

tanggal 8 April 1976 dan selesai tanggal 18 April 1977, serta diresmikan oleh Ka 

Kanwil Depag Propinsi Kalimantan Tengah atas nama Bapak Menteri Agama pada 

tanggal 26 Agustus 1977, selanjutnya mulai ditempati tanggal 31 Agustus 1977. 

Gedung tersebut dibangun di atas tanah berukuran 30 x 24 m, pemberian dari 

Pemda Kab. Kotim, dibangun atas dasar DIP No. 38/XXV/4/1976 tanggal 8 April 

1976 dengan biaya Rp. 9.300.000,-. 

3. Pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 01 April 2009 kantor Pengadilan Agama 

Sampit telah pindah menempati gedung baru yang sudah Prototype, yang 

dibangun berdasarkan dana DIPA Nomor : 0477.0/005-01.0/XVII/2008 tanggal 31 

Desember 2007.Gedung Pengadilan Agama Sampit yang baru terletak di Jalan 

Jenderal Sudirman Km. 3,5 No. 7 Sampit, dengan  Luas Tanah 10.000 m2 dan Luas 

Gedung 1.259 m2. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan 

kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis 

dibidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan 
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peradilan tetapi sebagai puncak manajemen dibidang administratif, personil dan 

finansial serta sarana dan prasarana. 

Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan karena 

Mahkamah Agung RI dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan 

organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efiesien, transparan serta 

akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah 

dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010  -  

2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

Pengadilan Agama Sampit sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di 

wilayah Kalimantan Tengah dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan 

berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan 

Agama Sampit Tahun 2015–2019. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan 

Agama Sampit dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan,  ada 

beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2020-2024.  

Pada Tahun 2020 kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama  

Sampit berjumlah 19 orang ditambah 6 orang PPNPN total keseluruhan 24 orang, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Ketua 1 orang; 

2. Wakil Ketua 1 orang; 

3. Hakim 6 orang; 

4. Panitera 1 orang; 

5. Panitera Muda 3 orang; 

6. Panitera Pengganti 1 orang; 

7. Jurusita Pengganti 1 orang; 

8. Sekretaris 1 orang; 

9. Kasubbag 3 orang; 

10. Staf 1 orang; 

11. PPNPN, 6 0rang terdiri dari: 

- Satpam 2 orang; 

- Cleaning Service 2 orang; 
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- Sopir 1 orang; 

- Pramubhakti 1 orang. 

 

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 

 Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, lingkungan strategis 

berpengaruh cukup menentukan, yang berdasarkan analisis SWOT (Strenghts, 

Weaknesses, Oppurtunities, Threats) yang berarti Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan 

Hambatan adalah sebagai berikut: 

A. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Agama Sampit mencakup beberapa hal yang memang 

diatur dalam peraturan/Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang 

dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :  

1. Aspek Proses Peradilan  

 Adanya Undang-undang/Peraturan yang mengatur kewenangan 

Pengadilan Agama Sampit selaku Pengadilan Tingkat Pertama.  

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

 Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Sampit memiliki motivasi yang 

tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

 Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang 

dalam pengawasan reguler dan insidentil .  

 Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi. 

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  

 Adanya Pola Bindalmin beserta Aplikasi SIPP yang mempermudah proses 

administrasi perkara.  

 Adanya SOP dan Standar Peradilan  sebagai acuan dalam pelaksanaan 

tugas dan pelayanan. 

5. Aspek Sarana dan Prasarana  
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 Adanya Sarana dan Prasarana Kantor yang cukup memadai walaupun 

masih diperlukan peningkatan Sarana dan Prasarana kantor misalnya : 

tanah tempat berdirinya gedung kantor Pengadilan Agama Sampit yang 

sampai sekarang masih berstatus “hak pinjam pakai” dari Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga sampai sekarang tanah tersebut 

belum bisa ditata dengan baik karena tidak dapat diusulkan dalam RKA-KL 

untuk belanja modal. 

 B. Kelemahan (Weakness)  

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Sampit dirinci dalam 

beberapa aspek :  

1. Aspek Proses Peradilan . 

 Putusan Pengadilan Agama Sampit belum dapat diunduh/diakses cepat 

oleh  masyarakat; 

 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan 

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

 Pengadilan Agama Sampit belum mempunyai kewenangan untuk 

merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.  

 Jumlah  pegawai Pengadilan Agama Sampit seluruhnya ada 19 orang 

terdiri dari Hakim 8 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), Panitera 1 

orang,  Panitera Muda 3 orang,  , Sekretaris 1 orang, Panitera Pengganti 1 

orang,  Jurusita Pengganti 1 Orang, Kasubbag 3 orang, dan Staf 1 orang, 

yang jauh dari ideal sehingga banyak rangkap jabatan yang menyebabkan 

kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Idealnya Untuk Pengadilan Agama kelas II dengan perkara yang diterima 

pada tahun 2020 sebanyak 961 setahun maka seharusnya 79 orang.  

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

 Kurangnya fahamnya masyarakat dalam mengakses pengaduan yang 

berbasis teknologi informasi.  

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  
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 Belum diterapkannya Aplikasi Register Perkara secara keseluruhan, 

karena masih ada yang sebagian ditulis manual sehingga penulisan 

register kurang maksimal dikarenakan jumlah perkara dengan tenaga 

tidak seimbang. 

5. Aspek Sarana dan Prasarana  

 Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, 

seperti mesin genset yang sesuai dengan standar, peralatan dan fasilitas 

perkantoran seperti meubelair yang sudah lama, ruangan-ruangan yang 

belum lengkap dan masih banyak yang belum standar, banyaknya 

kerusakan baik lantai maupun dinding, belum adanya tempat parkir yang 

layak bagi para pihak dan pegawai, serta halaman gedung kantor yang 

belum tertata rapi dan masih kelihatan tidak teratur. 

 Peluang (Opportunity) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Agama Sampit untuk 

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :  

1. Aspek Proses Peradilan  

 Adanya aplikasi SIPP yang  mempermudah proses berperkara dan 

administrasi umum serta website Pengadilan Agama Sampit yang 

mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses 

berperkara. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

 Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan 

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya maupun Mahkamah Agung 

RIuntuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.   

 Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalampeningkatan 

kinerja.  

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

 Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan  oleh Badan Pengawasan 

Mahkamah Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) RI maupun Hakim 
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Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Palangka 

Raya serta Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Sampit yang 

dilaksanakan  secara reguler maupun insidentil ke Pengadilan Agama 

Sampit; 

 Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja 

aparat peradilan. 

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  

 Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama dan antar 

pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Sampit; 

 Sudah tersedianya 9 Aplikasi Unggulan Badilag yang sangat bermanfaat 

bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di 

pengadilan Agama, yaitu:  

1) Aplikasi Notifikasi Perkara; 

2) Aplikasi Antrian Sidang; 

3) Aplikasi Command Center; 

4) Aplikasi PNBP; 

5) Aplikasi E-Register; 

6) Aplikasi E-Keuangan; 

7) Aplikasi Basis Data Kemiskinan (TNP2K); 

8) Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi produk Pengadilan Agama; 

9) Aplikasi E-Eksaminasi.  

 Adanya Aplikasi e-Court, untuk memangkas waktu dan biaya. e-Court atau 

electronic court, adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan Mahkamah 

Agung untuk memudahkan administrasi perkara perdata secara 

elektronik. Manfaat aplikasi ini adalah untuk mengurangi biaya perkara 

dan memangkas waktu panggilan. E-Court terdiri dari: 

1) e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) 

2) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) 

3) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) 

4)  e-Litigation (Persidangan secara online)  
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5. Aspek Sarana dan Prasarana  

 Sudah tersedianya  fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama 

Sampit berupa sambungan internet dan website Pengadilan Agama 

Sampit.  

D.  Tantangan (Threat) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Sampit yang akan 

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan 

perbaikan sebagaimana yang diharapkan.  

1. Aspek Proses Peradilan  

 Memaksimalkan persidangan yang efektif, efisien sehingga  perkara yang 

diputus lebih dari 5 bulan berkurang.   

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

 Dalam mempertimbangkan rekruitmen SDM khususnya Hakim pada 

Pengadilan Agama Sampit kurang mempertimbangkan kualitas dan 

produktifitas namun selama ini kenyataannya hanya Senioritas sehingga 

kurang bisa mengimbangi dalam penyelesaian perkara.  

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

 Melakukan pembinaan dan DDTK secara maksimal.  

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  

 Melakukan pembinaan Administrasi secara berkala dan optimalisasi 

penerapan Pola Bindalmin.  

5. Aspek Sarana dan Prasarana  

 Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan 

prasarana serta perjalanan dinas belum memadai. 

 

  Berdasarkan analisis SWOT, maka sebagai faktor pendorong dalam 

mencapai tujuan dan sasaran adalah Strenghts dan Oppurtunities, sedangkan 

faktor penghambatnya adalah Weaknesses dan Threats. Guna memanfaatkan 
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faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat perlu dilakukan antara 

lain: 

1. mengupayakan perbaikan sistem pelayanan publik dengan meningkatkan 

keprofesionalismean; 

2. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kinerja aparatur; 

3. Mengusulkan penambahan pegawai dan PPNPN.   
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BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

 

2.1. VISI  DAN MISI 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sampit Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen 

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan 

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, 

pengelolaan terhadap sistem  kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk 

mencapai efektivas dan efesiensi.  

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan 

tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sampit diselaraskan dengan arah kebijakan dan 

program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional  

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 

– 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai 

pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan 

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024. 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok 

dan fungsi Pengadilan Agama Sampit, Visi Pengadilan Agama Sampit yaitu: 

 

”TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SAMPIT YANG AGUNG”. 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi 

Pengadilan Agama Sampit, adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Sampit; 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sampit. 
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2.2.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan 

misi Pengadilan Agama Sampit. Tujuan yang akan dicapai Pengadilan Agama Sampit adalah 

sebagai berikut :  

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan 

teknologi informasi; 

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan; 

5. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia; 

6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan; 

7. Terwujudnya peningkatan pengadaan sarana dan prasarana. 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 

2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sampit adalah sebagai 

berikut: 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 

2. Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan; 

5. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia; 

6. Meningkatnya kualitas Pengawasan; 

7. Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan 

tugas sehari-hari; 
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2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SAMPIT 

 

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis 

dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reviu Renstra Tahun 2020-2024 PA Sampit 14 

 

NO. 
 

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER 

DATA 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

TransparandanAkuntabe

l. 

 

Persentase Sisa Perkara Perdata 

Agama yang diselesaikan 

 
JumlahSisaPerkaraperdata agama  yang diselesaikan 
Jumlah Sisa Perkara perdata agama yang Harus diselesaikan 

Catatan: 

 Sisaperkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun 
sebelumnya. Input adalah jumlah sisa  perkara perdata agama tahunsebelumnya yang harus 
diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang 
diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di 
pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Peradilan, 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

2.  Persentaseperkara yang 

diselesaikantepatwaktu 

 
Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 

Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan 

 
Catatan: 

 Input adalah jumlahperkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah 
jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama 
dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

3.  Persentaseperkara yang 

TidakMengajukanUpayaHukum 

Banding 

 
Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 

Jumlah Perkara Diputus 

 
Catatan: 

 Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. 
Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah 
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada 
indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

4.  Persentaseperkara yang 

TidakMengajukanUpayaHukum 

Kasasi 

 
Jumlah Perkara yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 
Jumlah Perkara Yang Diputus pada tahun berjalan 

 
Catatan: 

 Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. 
Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang 
tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam 
jangka waktu tahunan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

x100% 

x100% 

x100% 

x100% 
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5.  Persentaseperkara yang 

TidakMengajukanUpayaHukum 

Peninjauan Kembali 

 
Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 
Jumlah Perkara Yang Diputus pada tahun berjalan 

 
Catatan: 

 Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum 
peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah 
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data 
pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

6.  Index Kepuasan Pencari Keadilan  
Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan  

Peradilan 
Jumlah Responden Pencari Keadilan 

 
Catatan: 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2017 tentangPedomanPenyusunan Survei KepuasanMasyarakat Unit 
Penyelenggara PelayananPublik 

Panitera Laporan 

Semestera

ndan 

Laporan 

Tahunan 

7. Peningkatan 

EfektivitasPengelolaanP

enyelesaianPerkara 

 

Persentase Salinan Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim kepada Para 

Pihaktepatwaktu 

 
Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada 

Para pihak tepat waktu 
Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 

Catatan: 

 Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah agung No. 01 Tahun 2011 
tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan  

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

8.  PersentasePerkara yang 

DiselesaikanmelaluiMediasi 

 

 
JumlahPerkara yang diselesaikanmelaluiMediasi 

JumlahPerkara yang dilakukanMediasi 
 

Catatan: 
Perma No. 1 Tahun 2016 tentangProsedurMediasi di Pengadilan 
 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

9.  Persentaseberkasperkara yang 

dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK 

yang Diajukan Secara Lengkapdan 

Tepat Waktu 

 
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Secara  

Lengkap dan Tepat Waktu 
Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 

 
Catatan: 

  

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

x 100% 

x100% 

x100% 

x100% 
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10.  Persentase Putusan Perkara yang 

Menarik Perhatian Masyarakatyang 

Dapat Diakses Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah Putus 

 
Jumlah putusan perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat 

Diakses Secara Online dalam waktu 1 Hari setelah Putus 
Jumlah putusan perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

11. MeningkatnyaAksesPer

adilanbagiMasyarakatMi

skindanTerpinggirkan 

 

Persentaseperkaraprodeoyangdiseles

aikan 

 
JumlahPerkaraProdeo yang diselesaikan 

JumlahPerkaraProdeo 
 

Catatan: 
Perma No. 1 Tahun 2014 tentangPedomanPemberianLayananHukumbagiMasyarakatTidakMampu di 
Pengadilan 

DirjenBadilag 

Dan Panitera 

Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

12.  Persentaseperkarayangdiselesaikan 

di luarGedungPengadilan 

 
JumlahPerkarayang diselesaikan di Luar Gedung 

JumlahPerkara Yang Diterima 
 

Catatan: 
Perma No. 1 Tahun 2014 tentangPedomanPemberianLayananHukumbagiMasyarakatTidakMampu di 
Pengadilan 

DirjenBadilag 

Dan Panitera 

Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

13.  Persentase 

PencariKeadilanGolonganTertentu 

yang 

MendapatLayananBantuanHukum 

(Posbakum) 

 
JumlahPencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 
JumlahPencari Keadilan Golongan Tertentu 

 
Catatan: 

  

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

14.  PersentaseperkaraPermohonan 

(Voluntair) IdentitasHukum 

 
JumlahPerkara Voluntair Identitas Hukum yangdiselesaikan 

JumlahPerkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang diajukan 

 
Catatan: 
 . 

Ketua 

Pengadilan 

Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

15. MeningkatnyaKepatuha

nTerhadapPutusanPeng

adilan 

PersentasePutusanPerkaraPerdata 

Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 
Jumlah Putusan perkara perdata yangditindaklanjuti (Dieksekusi) 

Jumlah Putusan Perkara perdata yang sudah BHT 
dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

 
Catatan: 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

x100% 

x100% 

x100% 

x100% 

x100% 

x100% 
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 adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara 
BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara 
yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang 
ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan  
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Adapun kinerja bagian Kesekretariatan sebagai Sporting unit adalah sebagai berikut: 

 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 

1. Peningkatan kualitas 
sumber daya manusia 

Persentase pegawai yang lulus diklat Teknis maupun 
Non Teknis 

2. Peningkatan kualitas 
pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat yang 
ditindaklanjuti  

b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan 
Eksternal yang ditindaklanjuti 

3. Peningkatan penyediaan 
Sarana dan Prasarana 

Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana 

 

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Empat Sasaran Strategis tersebut di atas merupakan arahan bagi PengadilanAgama Sampit 

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan 

Kegiatan. Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk 

mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel, Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan serta 

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan; 

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan oleh PengadilanAgama Sampit dalam pelaksanaan 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 

1) Penyelesaian sisa perkara perdata agama; 

2) Peningkatan penyelesaian perkara perdata agama tepat waktu; 

3) Peningkatan kepuasan para pihak terhadap layanan pengadilan tingkat pertama; 

4) Upaya mengurangi jumlah perkara yang diajukan Banding, Kasasi danPeninjauan 

Kembali; 

5) Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat; 

6) Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak tepat waktu; 
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7) Menyelesaikan perkara yang dilakukan melalui Mediasi; 

8) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan 

Kembali secara lengkap dan tepat waktu; 

9) Mengupload putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi 

Syari’ah) yang dapat diakses secara online dalama waktu 1 hari setelah putus; 

10) Menyelesaikan Perkara Prodeo; 

11) Menyelesaikan Perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan; 

12) Melayani Pencari Keadilan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum); 

13) Menyelesaikan Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum; 

14) Menyelesaikan Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung dibuat untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Meningkatkan Kualitas Pengawasan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan 

dalam program ini adalah : 

1) Mengikutkan pegawai Teknis dan Non Teknis dalam Diklat; 

2) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk; 

3) Menindaklanjuti Hasil Temuan Pemeriksaan Internal maupun Eksternal.  

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung bertujuan 

untuk mencapai Sasaran Strategis dalam Meningkatkan Penyediaan Sarana dan 

Prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di 

lingkungan Pengadilan Agama Sampit yang terdiri dari: 

1) Pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; 

2) Pengadaan peralatan Fasilitas Perkantoran; 

3) Renovasi gedung Kantor Pengadilan Agama Sampit; 

4) Pengadaan Rumah Dinas; 

5) Pengadaan Kendaraan Bermotor; 
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BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG 2020-2024. 

Program pembaruan peradilan telah dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru 

(blue print) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari blue print yang telah 

diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga 

donor. Khusus untuk bantuan lembaga donor, Mahkamah Agung hanya menerima dana 

hibah, dan Mahkamah Agung maupun pengadilan dibawahnya tidak diperkenankan 

mengelola dana kas dari lembaga donor secara langsung.  

Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) 

selanjutnya membentuk Tim Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Pembaruan 

Peradilan untuk mengkoordinasikan berbagai program pembaruan dan mempercepat 

implementasin rekomendasi cetak biru pembaruan.Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja 

Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan Mahkamah Agung beserta pejabat eselon I 

dan II serta perwakilan dari masyarakat sipil (civil society). Saat ini Mahkamah Agung telah 

memiliki 6 kelompok kerja yaitu: (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara; (2) Kelompok 

Kerja Teknologi Inforamasi; (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok 

Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (5) Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) 

Kelompok Kerja Pengawasan 

Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun 

dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk 

mencapai pengadilan yang modern.Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-

mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola 

kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan. Terdapat beberapa 

program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan 

dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang menjadi fokus peningkatan 

(highlight):  

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
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Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007 dan Nomor: 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan tanggal 5 

Januari 2011. Melalui acuan dalam 2 (dua) SK KMA di atas ini, selanjutnya dilakukan 

berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya 

para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini 

beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut 

antara lain adalah pengembangan website baik ditingkat pusat maupun daerah. 

Setidaknya 250 website telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan 

peradilan di bawahnya yang tidak hanya menjelaskan profile umum pengadilan yang 

bersangkutan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, 

biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. 

Lebih lanjut mengenai pengembangan medium website untuk akses publik ini akan 

dijelaskan secara rinci dalam bagian kelima mengenai akses publik dan teknologi 

informasi. Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi, Mahkamah 

Agung sepanjang secara bertahap memberikan informasi terkait dengan kinerja 

pengadilan. Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan 

transparansi informasi anggaran dan keuangan pengadilan.Saat ini setidaknya 170 

website pengadilan telah menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang 

dikelola, realisasinya per mata belanja serta keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 

Mahkamah Agung mulai mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau 

panduan teknis pelayan informasi di tingkat Mahkamah Agung dengan membentuk tim 

khusus untuk mengenai masalah ini melalui Surat Keputusan Wakil ketua MA Bidang 

Non Yudisial (SK WKMA) Nomor 1/ 2008. Melalui meja informasi ini masyarakat dapat 

lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang 

dimuat dalam (SK KMA) Nomor.144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan 

sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor 

dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya. Namun demikian penanganan 

pengaduan itu sendiri tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang berwenang 
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dimana di tingkat Mahkamah Agung hal tersebut merupakantanggung jawab dari 

Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Ketua Muda Pengawasan. 

4. Program Reformasi Birokrasi.  

Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi 

birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga 

percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman 

Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan 

sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan 

kegiatankegiatan reformasi birokrasi di lembaga negara yang bersangkutan termasuk 

Mahkamah Agung. Salah satu upaya yang dilaksanakan Mahkamah Agung dalam 

program reforamsi birokrasi pada tahun 2008 yaitu pengelolaan SDM di Mahkamah 

Agung dan badan peradilan di bawahnya, kegiatan tersebut diantaranya adalah 

mengenai analisa beban kerja (staffing asessment/ workload analysis) dan 

pengembangan database SDM beserta pelatihannya kepada para aparatur pengadilan. 

5. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat 

Negara) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptkan jajaran peradilan yang 

berintegrasi dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku.selain itu, 

kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung 

merupakan penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih,dan 

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamh Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999. 

Salah satu kebijakan penting yang keluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program ini 

antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang 

Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh hakim dan 

panitera di seluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan 

menyampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Agung tidak 

akan mempertimbangkan usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi 

kewajiban pelaporan dan melengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah 



 

 

Reviu Renstra Tahun 2020-2024 PA Sampit 23 

 

menyerahkan pada KPK. Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di 

Mahkamah Agung selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung Nomor 001/SE/PEMBT.07/IX/2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinator 

Penerima Penyusunan LHKPN berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Para Hakim dan Pejabat 

Struktural di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selanjutnya 

Mahkamah Agung juga menetapkan secara tegas klasifikasi pejabat peradilan yang 

diwajibkan menyampaikan LHKPN Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 

Nomor 044/SEK/SK/IX/2008 dan mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung Nomor 001/SEK/PENTP.07/XII/2008 Tentang Penetapan Standart Operasional 

Prosedur Penerima dan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

dalam Lingkungan Mahkamah Agung. 

Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para hakim, Mahkamah Agung bekerjasama 

dengan KPK dan Proyek Milennium Challenge Corporation – Indonesia Control of 

Corruption (MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses data base LHKPN 

milik KPK dan mendorong dikeluarkannnya surat edaran dari masing-masing direktur 

jenderal dari empat lingkungan peradilan dan tingkat Mahkamah Agung untuk 

membentuk koordinator penerima dan penyusunan LHKPN dan pengguna aplikasi 

LHKPN pada direktur jenderalmasing-masing badan peradilan. Hal ini dilakukan untuk 

menjaga konsistensi sistem pelaporan di lingkungan peradilan kedepannya. 

6. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan 

Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga 

Peradilan. 

Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas kerja 

pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan.Sebagaimana 

rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk 

menyesuaikan berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung 

dan badan-badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung selanjutnya melakukan 

pemetaan awal atas implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada 

Rakernas Akbar Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008. Dalam Rakernas 
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Akbar Mahkamah Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut 

dengan melakukan percepatan program pembaruan.Sampai saat ini Mahkamah Agung 

memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan diantaranya cetak biru pembaruan 

peradilan dan kertas kerja pembaruan, Renstra Mahkamah Agung dan pedoman 

reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka sinkronisasi ketiga dokumen tersebut, 

Mahkamah Agung ke depannya akan mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan 

yang memberikan arahan jangka panjang dan pembentukan lembaga peradilan yang 

modern. Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung 

dan badan peradilan di bawahnya dengan adanya sistem satu atap (one roof system). 

Arahan ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam lima tahunan dan direalisasikan secara 

bertahap dalam rencana tahunan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. 

 

3.2.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTA PALANGKA RAYA. 

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya 

meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga 

yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah 

menetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kinerja; 

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 

 

3.3.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SAMPIT. 

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip 

pokok dalam system Peradilan.Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas 

(pertanggungjawaban).Melalui keterbukaan (transparansi) maka seluruh aparat 

Peradilan dituntut secara maksimal dalam menjalankan tugasnya dan pelayanan 

kepada masyarakat, adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Sampit adalah terurai 

sebagai berikut : 

1. Peningkatan kinerja.   

Peningkatan kinerjasangat menentukan dalam meningkatkan sistem 

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat 
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pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat 

mempengaruhi tinggi  rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan 

yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja 

bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi 

peningkatan kinerja : 

 Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi 

sesuai dengan kompetensi; 

 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin 

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa 

keadilan masyarakat. 

 Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya; 

 Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi 

informasi yang memadai  untuk meningkatkan kinerja. 

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan 

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

 Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak 

dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.  

 Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan.  

 Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan 

publik. 

3.4. KERANGKA REGULASI. 

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya 

meningkatkan citra Mahkamah Agung serta pengadilan di bawahnya sebagai lembaga 

yang terhormat dan dihormati dan untuk mewujudkan visi dan misinya Pengadilan 
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Agama Sampit dalam waktu tahun 2020  telah melakukan beberapa hal diantaranya 

adalah dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada 

Pengadilan Agama Sampit yaitu dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, 

tepat dan benar, merubah meanset seluruh karyawan untuk berperan sebagai 

pelayanan bukan sebagai tuan, memberi pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan secara prima, serta menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya 

perkara  PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai 

wujud dari transparasi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang 

berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui 

Website, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), TV Media yang tersedia di ruang 

tunggu, pencetakan poster, Pamflet, brosur, kotak saran/pengaduan dan lain-lain, 

sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan 

efisien, sehingga selain dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga 

digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping 

itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah dan memiliki SOP (Standart 

Operasional Prosedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing System), 

meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah 

menjalankan 3  Program Utama yaitu: 

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo). 

2. Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan. 

3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparasi Peradilan Agama 

juga menjadi salah satu rencana strategis, sehingga keterbukaan informasi kepada 

masyarakat akan benar-benar terwujud, hal tersebut akan memberikan kemudahan 

bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama seperti 

prosedur berperkara, biaya perkara putusan dan sebagainya. 

Keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata 

pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks tersebut, ada 3 hak publik 

yang relevan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu: 
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a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik. 

b. Hak publik atas informasi. 

c. Hak untuk mengajukan keberatan. 

Untuk menjamin pemenuhan ketiga hak publik yang berkaitan dengan prinsip 

keterbukaan, pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung, harus memiliki standar 

pengelolaan informasi dan pelayanan publik. Oleh karenanya telah terbit Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011(SK KMA No. 1-

144/2011) tentang Pedoman Pelayanan Infomasi di Pengadilan. Selain memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang 

dikelola oleh pengadilan, SK tersebut juga mengatur pedoman pelaksanaannya. 

Aturan – aturan dalam (SK KMA No. 1-144/2011) sedapat mungkin telah 

mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk peraturan yang berkaitan dengan akses 

publik terhadap informasi, yaitu: 

a. Akses maksimum dan pengecualian terbatas (maximum access limited exemption-

MALE) yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan 

bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu informasi hanyalah untuk 

kepentingan publik yang lebih besar, privasi seseorang, dan kepentingan komersial 

seseorang atau badan hukum; 

b. Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu 

disertai alasan; 

c. Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilanyang murah, cepat, 

akurat dan tepat waktu; 

d. Penyediaan informasi yang utuh dan benar; 

e. Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan terhadap 

informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik; 

f. Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi 

atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan dan 

g. Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihak-pihak yang merasa 

hak-hanya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi. 



 

 

Reviu Renstra Tahun 2020-2024 PA Sampit 28 

 

Pedoman pelaksanaan akses masyarakat terhadap informasi di pengadilan 

yang diatur dalam (SK KMA No. 1-144/2011), meliputi: 

a. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi; 

b. Informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme 

pengumumannya; 

c. Informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan; 

d. Prosedur pelayanan informasi; 

e. Pengaburan informasi dalam putusan atau penetapan pengadilan serta 

f. Mekanisme keberatan dan sanksi; 

Rencana strategis yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas, 

diskusi, pembinaan sehingga dapat meningkatkan kenerja aparat peradilan dalam 

melayani masyarakat pencari keadilan. 

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk 

penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain 

meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan 

transparansi sistem peradilan itu sendiri.  

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sampit telah memanfaatkan 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data 

kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dari Badilag 

dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu 

website Pengadilan Agama Sampit telah memuat publikasi putusan, transparansi 

anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan 

sebagainya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat 

dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah 

menjalankan transparansi dan keterbukaan. 

 

3.5.KERANGKA KELEMBAGAAN 
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Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sampit berdasarkan Lampiran 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari: 

1. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan; 

2. Hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman; 

3. Kepaniteraan, yang dipimpin oleh Paniterasebagai pelaksana administrasi perkara, 

dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda, yaitu: 

a) Panitera Muda Permohonan; 

b) Panitera Muda Gugatan; 

c) Panitera Muda Hukum; 

4. Kesekretariatan, yang dipimpin oleh Sekretaris dan dalam melaksanakan tugas 

dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Subbagian, yaitu: 

a. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; 

b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan; 

c. Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. 

Adapun  tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Ketua, Wakil Ketua, Kepaniteraan, 

Pejabat Kepaniteraan, Fungsional Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan adalah 

sebagai berikut:  

1. Ketua  

Sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi 

perkara pada Pengadilan. 

Tupoksinya adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan 

yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan; 

2. Wakil Ketua 

Tupoksinya adalahmewakili Ketua dalam hal melaksanakan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan peradilan. 

3. Hakim 

Tupoksinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab 

atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses 
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penyelesaian sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua dalam 

menyusun Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang, serta melaksanakan 

pengawasan Bidang Bindalmin atas perintah Ketua; 

4. Kepaniteraan/Panitera  

Tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan 

administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara. 

Dengan Fungsi sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan dibidang teknis; 

2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; 

3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan; 

4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan 

transparansi perkara; 

5) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan 

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, 

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; 

6) Pelaksanaan mediasi; 

7) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; 

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama. 

5. Panitera Muda Permohonan 

Tugasnya adalah melaksanakan administrasi perkara dibidang permohonan.  

Dengan fungsi sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelahaan kelengkapan berkas perkara 

       Permohonan; 

2) Pelaksanaan registrasi perkara permohonan; 

3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan  kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan Agama; 
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4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 

yang tidak hadir; 

6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan; 

7) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara 

permohonan; 

8) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

kasasi dan peninjauan kembali; 

9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Mahkamah Agung; 

10) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

11) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

12) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; 

13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

6. Panitera Muda Gugatan 

Tugasnya adalah melaksanakan administrasi perkara dibidang gugatan.  

Dengan fungsi sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelahaan kelengkapan berkas perkara 

       gugatan; 

2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan; 

3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan  kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan Agama; 

4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 
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5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 

yang tidak hadir; 

6) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan; 

7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

8) Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan 

kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon 

peninjauan kembali 

9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; 

10) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 

11) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

12) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

13) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

14) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; 

15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

7. Panitera Muda Hukum 

Tugasnya adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

perkara serta pelaporan.  

Dengan fungsi sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 

2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 

3) Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian 

Agama; 

4) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 

5) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 

6) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; 
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7) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang 

berkaitan dengan transparansi perkara; 

8) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; 

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

8. Panitera Pengganti   

Tugasnya adalah memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan 

persidangan. 

9. Jurusita Pengganti   

Tugasnya adalah memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan 

persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

Dengan fungsi sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak; 

2) Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak; 

3) Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi; 

4) Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; 

5) Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait; 

10. Kesekretariatan/Sekretaris  

Tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, 

organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di 

lingkungan Pengadilan Agama. 

Dengan Fungsi sebagai berikut: 

1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 

2) Pelaksanaan urusan kepegawaian; 

3) Pelaksanaan urusan keuangan; 

4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 

5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 

6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; 
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7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama. 

11. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

Tugasnya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, 

program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. 

12. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

Tugasnya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, 

penataan organisasi dan tata laksana. 

13. Subbagian Umum dan Keuangan 

Tugasnya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, 

arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta 

pengelolaan keuangan. 
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BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  

 

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renstra 2020-2024 Pengadilan Agama 

Sampit adalah sebagaimana termuat dalam matriks dibawah ini: 
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No. Sasaran IndikatorKinerja 

Target 
Indikator Pendanaan Dalam Rp. 

2020 2021 2022 2023 2024 

2020 2021 2022 2023 2024 

103.000.000 83.760.000 160.000.000 170.000.000 180.000.000 

1. Terwujudnya 
Proses 
Peradilan yang 
Pasti, 
Transparan, 
dan Akuntabel. 
 

Persentase sisa perkara Perdata 
Agama yang diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100%      

Persentase perkara Perdata 
Agama yang diselesaikan tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100%      

Persentase perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum: 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 

 
 

50% 
50% 
50% 

 
 

50% 
50% 
50% 

 
 

50% 
50% 
50% 

 
 

50% 
50% 
50% 

 
 

50% 
50% 
50% 

     

Index responden pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
peradilan 

100% 100% 100% 100% 100%      

2. Terwujudnya 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase SalinanPutusan 
Perkara Perdata yang dikirim 
kepada para pihak tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100%      

Persentase Perkara yang 
Diselesaikan melalui Mediasi 

25% 25% 25% 25% 25%      

Persentase berkas perkara yang 
dimohonkan Banding, Kasasi dan 
PK yang diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100%      
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Persenta seputusan yang menarik 
perhatian masyarakatyang dapat 
diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah putus 

100% 100% 100% 100% 100%      

3. Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

 

Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100%      

Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

100% 100% 100% 100% 100%      

Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang 
Mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100%      

Persentase perkara Permohonan 
(Voluntair) Identitas Hukum 

100% 100% 100% 100% 100%      

4. Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 
Perdata Yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 100% 100% 100% 100%      
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BAB IV – PENUTUP 

 

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Sampit tahun 2020-2024 diarahkan 

untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan 

lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini 

merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang 

tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun 

waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.  

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Sampit harus terus disempurnakan dari 

waktu kewaktu. Dengan demikian reviu renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan 

perubahan. Melalui reviu renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola 

kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang 

dikelola.  

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan 

Agama Sampit memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, 

tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi 

Pengadilan Agama Sampit dapat terwujud dengan baik.  

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan 

sasaran yang diharapkan  dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan 

aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel. 
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KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT 

Nomor : W16-A3/1954/OT.01.3/XII/2020 

TENTANG  

REVIU RENCANA STRATEGIS 

 PENGADILAN AGAMA SAMPIT TAHUN 2020-2024 
 

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT 

 
Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai 

dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana 

strategis. 

  2. Bahwa sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 

tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan 

peradilan serta untuk peningkatan pelayanan dan perbaikan kinerja maka perlu 

ditetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Sampit tahun 2020 – 2024.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025; 

  2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah 2010 -2014; 

  3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010 - 2025; 

  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerjadan Tata Cara ReviuInstansiPemerintah; 

  5. 

 

 

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT 

NOMOR:W16-A3/1954/OT.01.3/XII/2020 TENTANG  REVIU RENCANA 

STRATEGI SPENGADILAN AGAMA SAMPIT TAHUN 2020-2024 

 

Pertama : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Sampit untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, 

dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut; 

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 

Ditetapkan di: Sampit 

Pada tanggal   : 16 Desember 2020 

KetuaPengadilan Agama Sampit, 

 

 

 

 Dr. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI. 

 NIP. 19831018.200704.1.001 

 

 

  

 

Tembusan.  

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah. 
 



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 

Instansi : Pengadilan Agama Sampit 
Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Sampit yang Agung 
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 

 

No Tujuan Target 
jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

 Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan 
melalui proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Persentase Sisa 
Perkara Perdata 
Agama yang 
diselesaikan 

100 Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan, dan 
Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara 
Perdata Agama yang 
diselesaikan 

100 100 100 100 100 

2.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan 
melalui proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan tepa 
twaktu 

100  Persentase Perkara 
Perdata Agama yang 
diselesaikan Tepat 
Waktu 

100 100 100 100 100 
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akuntabel 

3.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan 
melalui proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Persentase 
perkara yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Banding 

50  Persentase Perkara 
yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum Banding 

50 50 50 50 50 

4.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan 
melalui proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Persentase 
perkara yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Kasasi 

50  Persentase Perkara 
Yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum Kasasi 

50 50 50 50 50 

5.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan 
melalui proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

Persentaseperkar
a yang Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Peninjauan 
Kembali 

50  Persentase perkara 
yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum 
Peninjauan Kembali 

50 50 50 50 50 

6.  Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan 
melalui proses 

Index Kepuasan 
Pencari Keadilan 

100  Index Kepuasan Pencari 
Keadilan 

100 100 100 100 100 
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peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

7.  Terwujudnya 
penyederhanaan 
proses penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
teknologi informasi; 
 

Persentase 
Salinan Putusan 
Perkara Perdata 
yang dikirim 
kepada Para 
Pihak tepatwaktu 

100 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Perdata yang dikirim 
kepada Para Pihak 
tepat waktu 

100 100 100 100 100 

8.  Terwujudnya 
penyederhanaan 
proses penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
teknologi informasi; 
 

Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
melalui Mediasi 
 

25  Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
Melalui Mediasi 

25 25 25 25 25 

9.  Terwujudnya 
penyederhanaan 
proses penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
teknologi informasi; 
 

Persentase 
berkas perkara 
yang dimohonkan 
Banding, Kasasi, 
dan PK yang 
Diajukan Secara 
Lengkap dan 
Tepat Waktu 

100  Persentase Berkas 
Perkara yang 
Dimohonkan Banding, 
Kasasi, dan PK yang 
Diajukan Secara 
Lengkap dan Tepat 
Waktu 

100 100 100 100 100 

10.  Terwujudnya 
penyederhanaan 
proses penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 

Persentase 
Putusan Perkara 
yang Menarik 
Perhatian 
Masyarakat yang 

100  Persentase Putusan 
Perkara yang Menarik 
Perhatian Masyarakat 
yang Dapat Diakses 
Secara Online dalam 

100 100 100 100 100 
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teknologi informasi; 
 

Dapat Diakses 
Secara Online 
dalam Waktu 1 
Hari Setelah 
Putus 

Waktu 1 Hari Setelah 
Putus 

11.  Terwujudnya 
pelayanan akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan; 
 

Persentase 
perkara prodeo 
yang diselesaikan 

100 Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin 
dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara 
Prodeo yang 
Diselesaikan 

100 100 100 100 100 

12.  Terwujudnya 
pelayanan akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan; 
 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 

100  Persentase Perkara 
yang Diselesaikan di 
Luar Gedung 
Pengadilan 

100 100 100 100 100 

13.  Terwujudnya 
pelayanan akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan; 
 

Persentase 
Pencari Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat 
Layanan Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

100  Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100 100 100 100 100 

14.  Terwujudnya 
pelayanan akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan; 

Persentase 
perkara 
Permohonan 
(Voluntair) 
Identitas Hukum 

100  Persentase Perkara 
Permohonan 
(voluntair) Identitas 
Hukum 

100 100 100 100 100 
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15.  Terwujudnya 
kepatuhan 
masyarakat terhadap 
putusan Pengadilan; 
 

Persentase 
Putusan Perkara 
Perdata Yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100 Meningkatnya 
Kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

100 100 100 100 100 

 


